
BIIPATI PIIRWORE.'O
PROVINSI JAWA TEITGAII

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMORI]TAHUN 2'2I

Menimbang

Mengingat

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.'A

DINAS KETAHANAN PANCAN DAN PER'TANIAN
KABUPATEN PURWORF^'O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^'O,

bahs,a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2O2l tel]tar^g Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupa.ten Pur'worejo, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\-rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanial Kabupaten
Purworejo.

l. Pasal 18 ayat (6) Undarg-Undarg Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undarg-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undaag-Undartg Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentarg
Perargkat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Talun 2016 tentang Perangkat Daerah (L€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahal lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perenca-naan Pembangunan dan Keuangan Daeralr
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susuna-n
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (I-embaran
Daerah Kabupaten h-rrworejo Ta-hun 2021 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER'A DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN PURWORAIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengal:
l. Daerai adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan
Ralg.at Daerah menurut asas otonomi daII tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem-dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerirrtahan Daerah yang memimpin petaksaiaari Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
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4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Ketahanan Pangan darl Pertanian, yang selanjutnya disingkat

DKPP, adalah Dinas Ketahanan Pa.ngan dan Pertanian Kabupaten
Purworejo.

6. Kepala Dinas Ketahanan Palgan dan Pertarian, yarg selanjutnya
disebut Kepala DKPP, adalah Kepala Dinas Ketahalal Pangan darl
Pertanian Kabupaten Purworejo.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DKPP.
8. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertaniar, yang

selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DKPP.
10. Kepala Subbagian adalaI Kepala Subbagiaa pada DKPP.
1L Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaal kegiatan sesuai
bidalg tugasnya dalam suatu satuan keda sebagaimana diatur
dalarn peraturan prerundalg-undangan tentang orgalisasi daII tata
keda instansi.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI adalah unit
kerja pada DKPP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13. Kepala Unit Pela](sarra Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPI
adalah kepala unit keda pada DKPP yang melaksanalm kegiatan
teknis oprerasional dan/ atau kegiatan teknis penunjarg tertentu.

14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Pe{anjian Kerja yang bekeia pada
instansi peme rintah.

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dal keterampilan tertentu.

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagiar Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) DKPP berkedudukar di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daeratr Kabupaten htrworejo.

(2) DKPP dipimpin oleh Kepala DKPP.
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Pasal 3

DKPP mempunyai tugas membartu Bupati dalam melaksanaka'l
urusan pemerintahar bidang pangan dan perta-nian sesuai dengan
kewenargan daerah,

Bagian Kedua
T\.rgas

Bagian Ketiga
Frrngsi

Pasal 4

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan organisasi DKPP, terdiri atas:
a. Kepala DKPP;
b. Sekre tariat;
c. Bidang Pangal;
d. Bidang Sarana dal Perlindungal Pertanial;
e. Bidarg Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
f. Bidarg Prasarala dan Pen5mluhan Pertanian;
g. UPT; dan
h. Jabatan Fungsional.

Da.lam melaksanakar tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
DKPP menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakal teknis bidang pangarr, sarana dan

perlindungar pert€nian, kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner, serta prasarana dar penyuluhan pertarian;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pa-ngan, sarana dan
p€rlindungan pertanian, kesehatan hewal dan kesehatan
masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang palgan, sarana dan
perlindungan pertanial, kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner, serta prasarana dan penluluhan pertaniar;

d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada
seluruh unit orgarisasi di lingkungan DKPP; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yarg diberikan oleh BupaLi sesuai dengan
tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

pada ayat (l)
bagian tidak
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(2) Bagan orgarisasi DKPP sebagaimana
tercantum dalam l^ampiran yang
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Kepala DKPP

Pasal 6

Kepala DKPP sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a
Eempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP
sebagaimara dimaksud dalarn Pasal 3 dan Pasa.l 4

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DKPP.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Selqetariat sebagaimana dimaksud pada Pasa-l 7 ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakar koordinasi dalam menyiapkan pemmusan
kebijakan teknis dan menyelenggaJakan tugas bidalg, serta
memberikar dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di
lingkungan DKPP.

Da]am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fi:ngsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakar teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayaran darr pengendalian

administrasi perencanaan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi keuangan;
e. pengoordinasian penyelenggaraal pelayanan dan pengendalian

administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaiar;dan
f. pelaksalaal tugas kedinasan lain yang diberikan oloh Kepala DKPP

sesuai dengan tugas dar fungsi.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Seketariat, membawahkan;
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan;dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertarggung
Jawab kepada sekretans.
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Pasa.l I 1

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakar teknis, pelayanan dan
pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

a, menyelenggarakan perencanaan, pengalggaran dan eva.luasi kinerja;
b. menl,rrsun perjaljian kinef a;dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyai tugas meLakukan penyiapal bahan
perumusan dan pelaksanaal kebrja}arr teknis, pelayanan dan
pengenda.Iian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:
a. menyelenggaralan administrasi keuangan;
b. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah;dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaar kebijakan teknis,
pelayanan dan pengenda.lian administrasi di bidalg umum dan
kepegawaian, yang meliputi:
a menyelenggarakan administrasi baralg milik daerah;
b. menyelenggaralan administrasi umum;
c. menyelenggarakal pengadaaan barang milik daerah;
d. menyedial<an jasa penunjang urusan;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyelenggarakar administrasi kepegawaian;dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidalg Pangarr

Pasal 14

(1) Bidang Parg€n berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepa.la DKPP.

(2) Bidang Pangar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pargarr sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakar -teknis,
melaka:rakan koordinasi, membina dan mengendalikan- pelaksanaar
tugas.bidang kemandirian palgan, diversifrkasi dan keta_hanan pangan,
serta kerawanan dan keamanan pangan.
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Pasal 16

Dalam melaksanala:r tugas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 15,
Bidang Palgan menyeleoggankan fungsi:
a. penyiapal pemmusan kebijakal teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidarg kemandirian pangan;
b. penlapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelalsanaar tugas bidang diversihkasi dan ketahanan
pangan;

c.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan dan pengendalial pela-ksanaan tugas bidang kerawana-n
dal keamalan pangan; dan

d. pelaksanaan h-rgas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepaia DKPP
sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 17

(1) Susunar Orgadsasi Bidang Pangan sebagaimana dimalsud pada
Pasa.l 5 ayat ( 1 ) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaar
kegiatar Bidang Pangan melalui penetapan sebagai Subkoordinator
sesuai dengan ruarg lingkup tugasnya dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pangan

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari :

a. Subkoordinator Ke mandirian Panga-n;
b. Subkoordinator Diversifikasi dan Ketahalan Pangan;dan
c. Subkoordinator Kerawanan dan Keamalal Pangan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya a_hli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelal(sanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasa.l 18

Subkoordinator Kemandirian Pangan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakal teknis serta
melakuka-n pembinaal bidang kemaldirian parrgarr yang meliputi:
a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian

pangal sesuai kewenangan daerah, meliputi:
l. menyediakal infrastruktur lumbung pangar;
2. menyediakan infrastruktur lantai jemur;
3.menyediakan infrastruktur pendukung kemandirian pangan

lainnya;
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4. melalsanal<al koordinasi dan sinkronisasi penyediaal
infrastruktur logistik;dan

5. menJrusun rencana dan peta jalan kebutuhan infrasm:ktur
pendukung kemandirian pangan.

b. melaksanakan tugas kedinasal lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pangan sesuai dengar tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Diversifrkasi dan Ketahanan Pargan mempunyai tugas
menlapkan bahan perumusar dan me laksana-kan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan bidaag diversifrkasi dan ketahanan
pangar, yarg meliputi:
a. menyediakan dan menyalurkan pangaa pokok atau pangan lainnya

sesuai dengan kebutuhan daerah dalam ralgka stabilisasi pasokai
dan harga pangan, meliputi:
1. menyediakan informasi harga panga-n dan neraca bahan makarran;
2. menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal;
3. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi

pangan pokok dan pangan lainnya;
4. melaksalalan pemantauan stok, pasokan dan harga pangal;
5. mengembangkan kelembagaan dan jaringal distribusi pangan;

dan
6. mengembargkan kelembagaan usaha pa]lgan masyarakat dan

toko tar indonesia.
b. melaksana-kan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan

kabupaten, meliputi:
1. metaksanakarr koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan

pangal daerah;
2. menlrusun rencana kebutuhaa pangan lokal;
3. melaksanakan pengadaan cadalgan pangan pemerintah

daerah;dan
4. melaksalakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah

daerah.
c. menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak

ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga
minimum pangal pokok lokal.

d, melaksanal<an pencapaian target konsumsi palgan perkapita/ tahun
sesuai dengan angka kecukupan gizi, meliputi:
1. melakssnakal penJrustrDan dan p€netapan target konsumsi

pallga.Ir per kapita per tahun;
2. melaksalaka:r pemberdayaan masydakat dalam

penganekaragaman konsumsi pangal berbasis sumber daya
tokal;darr

3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan
evaluasi konsumsi per kapita per tahun.

g. melal<sanakar tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya.
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Pasal 20

Subkoordinator Kerawaran dan Keamanan Palgan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijal{an teknis
serta melakukan pembinaan bidang kerawalan dan keamanan pangan,
yang meliputi:
a. menJrusun peta kerentaran dan ketahaJlaIl pangan kecamatan,

me liputi melaksanakan penJrusunan, pemutakhiran dan analisis
peta keta}Ianan dan kerentanan parrgan;

b. melaksanakal penanganan kerawanan pa-ngan kewenangan daerah,
meliputi:
1. mengoordinasi dan sinkronisasi penang€rnan kerawalan pangan

daeral;dan
2. melal(sanakan pengadaan, pengelolaan, dan penya.luran

cadangan panga:: pada kerawanal pangan yang mencakup 1

(satu) daerah.
c. melaks€nakan pengawasan keamanan pangan segar daerah,

meliputi:
1. melaksanakal penguatan kelembagaan keamalan pangan segar

daerah;
2. melaksanakaa sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan

daerah;
3. melalsanakan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan

daerah;
4. membuat rekomendasi keamaaan pangarn segar asal tumbuhan

daerah;dan
5. menyedialan sarana dal prasarara pengujian mutu dar

keamana.rr palgan segar asal tumbuhan daerah.
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidalg Pangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima
Bidalg Sarana Dan Perlindungan Pertalial

Pasal 21

(f) Bidang Sarara dan Perlindungan Pertaniar berkedudukan di
bawah dan bertarrggungjawab kepada Kepala DKPP.

(2) Biaang Sarala darr Perlindungaa Pertanian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal22

Bidang Sarana dal Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2l ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan
pe(rmusan kebijalal teknis, melaksonakan koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan pengguna.rn
sarana pertanian, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian
serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
Bidang Sarara dan Perlindungar Pertanian menyelenggarakar fungsi:
a. penlAapan perumusan bahan kebljakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang
pengawasan penggunaan sarana pertada.rl;

b. penyiapan perumusan bahal kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaar dan pengendalial pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian;

c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, F,engoordinasian,
pembinaan dan pengendalial pelaksanaan tugas di bidang
pengenda.lian dan penanggulanga-n bencana pertariar;dan

d, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP
sesuai dengan tugas darl fungsi.

Pasal 23

Pasal24

(1) Susunan Organisesi Bidalg Sarana dan Perlindungan Pertanian
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

Pasal 25

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melal<sanaka. tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaar
kegiatan Bidarg Sarana dal Perlindungal Pertanian mela_lui
penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan
Perlindungaa Pertar:rian.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Pengawasar dan Penggunaan Saiana Pertanian;
b. Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya cenetik (SDG)

Pert€rian;dan
c. Subkoordinator Pengendalial dan Penanggulangan Bencana

Pertaniarl.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengar jenjang sekuralg-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengarl diberikan tugas
lFmbahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatar sesuai denga-n tugas masing-masing.

Subkoordinator Pengawasan dan Penggunaan Sarana pertanian
mempunyai tugas menyiapkal bahan perumusal dan metaksanala::
kebijakan teknis, serta mola_ksarakan pembinaar di bidang
pengawasan dan penggunaan sarana pertanian yang meliputi:
a. mengawasi penggunaan sarana pertanian, meliputi:

l. melaksalakan pengawasan pengguna,rn sarana pendukung
pertanian sesuai dengal komoditas, teknologi dan spesifrk
lokasi;dan
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2. mendampingi penggunaan sarana pendukung pertanian.
b. melaksanal<an peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak

dan tara]nan pakan temak serta pal<an dalarn daerah, meliputi:
1. mengawasi mutu benih/ bibit ternak, banan pakan/ pakan/

tarlamajl skala kecil;dal
2. mengawasi peredaran bahan pakar/ pafen, benih/ bibit hijauan

pakan ternak.
c. melaksanakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, meliputi:

1. melaksalalan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan
peredaran obat hewan;dan

2. melaksalakan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan
peredaran obat hewan.

d. melal<salakal pengenda-tian dan pengawasan penyediaan dan
peredaran benih/ bibit temak, dan hijauan pakan temak (HPT) dalam
daerah kabupaten, meliputi:
1. melaksanakan penjaminan peredaran benih/ bibit ternak;
2. melaksanakan pengujian mutu benih dan bibit ternak;
3. melaksanakan pengawasan peredaran da-n sertifikasi benih/ bibit

temal(;
4. melaksalakan penjaminan peredaran hpt, bahan pakan/ pakan;
5. melaksaral<an pengendalian penyediaal benih/ bibit ternak dan

hijauar pakan ternak;dan
6. melaksanakan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPf,

bahan pakar/ pakar.
e. melal<sanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertaniar sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya cenetik (SDG) Pertanian
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis, serta metakukan p€mbinaan di bidang pengelolaan
Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian, yang meliputi:
a. melaksarakan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan,

tumbuhan dan mikro organisme kewenangal daerah, meliputi:
1. menjamin kemurnian dan kelestarian (SDG) hewan/ tanaman;
2. meningkatkan kualitas SDG hewan/ tanaman;dan
3. memanfaatlar SDG hewan/ tanaman.

b. melaksanakan penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan paka.n
tema]( yarg sunbemya dalam 1 (satu) daerah lain, meliputi:
1. melaksanaka-n pengadaar benih/ bibit temak yang sumbernya

dari daerah tain;dal'r
2. melaksanakan pengadaan hijauan pakal ternak yang sumbemya

dari daerah lain.
c. melalsalakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas
jabatannya.
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Pasal 27

Subkoordinator Pengendalian dan Penanggulangar Bencana Pertanian
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dajl melaksa-nakan
kebiiakan teknis, serta meLalsanakan pembinaan di bidang
penegendalian dan penanggulangan bencana pertanian, yang meliputi:
a. melalsalakan pengendalian dan penalggulangan bencana pertanian

kabupaten, meliputi:
1. mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhar (OPT) tanamart

pargan, hortikultura, dan perkebunal;
2. menangali Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pargan,

hortikultura, dan perkebunan;
3. melaksanakan p€ncegahan, pen€rnganan kebal<aran lahan, dan

galgguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
4. melaksanaka:: penanggulalgan bencana non alam yang bersifat

zoonosis;dan
5. melaksanakal penanggulangan pasca bncana alam bida:rg

ta-namar pangan, hortikultura, perkebunan, pe tema_kan dan
kesehatan hewarl.

b. melaksaaalan tugas kediDasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Samna dan Perlindungan Pertarian sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Kesehatal Hewan dan Kesehatal Masyarakat Veteriner

Pasal 28

(1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
berkedudukan di bawah dan bertanggundawab kepada Kepala
DKPP.

(2) Bidang Kesehatan Hewan dal Kesehatan Masyarakat Veteriner
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
mempunyai tugas menyiapkan bahan pemmusan kebijakal teknis,
melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelal(saraan
tugas bidang kesehatan hewan dal kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 30

Dalarn melaksanalal tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatarr Masyarakat Veteriner
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan bahan keb[jakan teknis, pengoordinasian,

pembinaao dan pcngenda.lial pclaksanaan tugas bidang kcschatan
hewan;

t2

d

b t I3 t 5
F

6 7
F w

nK
T

,\ t2/,
/ l'"

,6

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


b. penyiapan p€rumusqn bahal kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan dan pengendalial pelaksanaan tugas bidang kesehatan
masyarakat veteriner; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP
sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Bidalg Kesehatan Hewan dan Kesehatar
Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)
huruf e, terdiri dari Jabatar Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksqnakan tugas dar fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan
ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatal Masyarakat Veteriner.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari
a. Subkoordinator Kesehatan Hewan; dan
b. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjartg sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dar
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewar dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 32

Subkoordinator Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dar metaksanakan kebijalan teknis serta
melakukar pembinaan bidang kesehatan hewan, yang meliputi;
a. melaksanal<an penjaminan kesehatan hewal, penutupar dan

pembukaan daerah wabah penyakit hewar menula_r dalam daerah
kabupaten, meliputi:
1. melal<sanakan pengendaliaa dan penanggulalgan penyakit hewan

dan zoonosis;
2, melaksanaka-n pembebasan penyakit hewan menular dalam 1

(satu) daerah;dan
3. melaksanal(ar penanggulangan daeralr terdampak wabah penyakit

hewan menular.
b. melaksanakan pengawasan pemasukal dan pengeluaran hewan dan

produk hewan daerah, meliputi:
1. melalsanakan penilaian risiko prenyakit hewan dan keamanar

produk hewan;
2. melaksanalan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis

untuk pemasukar dan/ atau pengeluaran hewan dan produk
hewa::;dan
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3. melaksanal<an pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan
di perbatasan lintas daerah.

c. melal<sanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium daJl jasa
medik veteriner dalam daerah, meliputi:
1. menyediakan pelayanan jasa laboratorium;dan
2. menyediakan pelayanan jasa medik veteriner.

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepata
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukar pembinaan bidang kesehatan masyarakat veteriner,
yang meliputi:
a. melal<sankal penerapan dan pengawasan persyaratar teknis

kesehatan masyarakat veteriner, meliputi:
1. mendampingi unit usaha hewan dan produk hewan;
2. mengawasi peredaian hewan dal produk hewan;
3. melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis;daa
4.melaksanakan pengujian laboratoriurn kesehatan masyarakat

veteriner.
b. metaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis

kesejahteraan hewan, meliputi:
l.melaksanakan pendampingal penerapan unit kesejahteraan

hewar;dan
2. melaksanalal penalrganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan

sesuai kewenangannya.
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyaral<at Veteriner
sesuai dengan tugas j abatanrrya.

Bagian Ketujuh
Bidang Prasarala dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 34

(l) Bidang Prasarana dan Penlruluhan Pertanian berkedudukan di
bawah dan bertaiggungjawab kepada Kepala DKPP.

(2) Bidang Prasarana darr Penlruluhan Pertaniar sebagaimala
dimalsud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Prasarala dal Penlruluhan Pertanian mempunyai tugas
menyiapkan bahar perurnusair kebijakan teknis, melaksanakan
koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidaJrg
pengembangan prasarana pertania-n, penyuluhal dan perizinar usaha
pertanian.
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Pasal 36

Dalam metaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam Pasal 35,
Bidang Prasarana dan Penlruluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penxnusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
pengembangan prasarana pertanian;

b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
penyuluhan dan perizinaD usaha pertarian;dan

c. pelaksarraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP
sesuai dengan tugas dar fungsi.

Pasal 37

(1) Susunar Organisasi Bidang Prasarana dan Penl'uluhal Pertarian
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatar Fungsional sebagaimara dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksalalal tugas dan fuagsi koordinasi serta pengelolaar
kegiatan Bidarg Prasarana dan Penyuluhan Pertanian melalui
penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana
dar Pen)ruluhan Pertaniar.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari :

a. Subkoordinator Pengembangan Prasarana Pertanian;dan
b. Subkoordinator Penyuluhan daIl Perizinan Usala Pertarian.

(4) Subkoordinator sebagaimana dirrEksud pada ayat (3), dijabat oleh
Pejabat Fungsiona.t dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksara senior yarg ditunjuk, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan
Pen,'uluhan Pertanian.

Pasal 38

Subkoordinator Pengembalgal Prasarana Pertanian mempunyai tugas
menyiapkar bahan perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis
serta melaksanakan pembinaan di bidang pengembangan prasarana
pertanian yang meliputi:
a mengembangkar prasarana pertanian, meliputi;

1. mengelola l,ahan Pertalian Parlgar Berkelaljutan/Lp2B,
Kawasan Pertanian Pangarr Berkelarjlutalrll<p2B dan Lahan
Cada-ngan Pertanian Panga.n Berkelanjutan/rcp2B;

2 . menlrusun peta Lahan Pertania:r Pangan Berkelanj \taljt l Lp2B;
3. melaksanal<an koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung

perta.niar lainnya;dan
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4. menjrusun masterplan pengembangan prasarana, sarana,
kawasan dan komoditas perkebunan.

b. melaksanakan pembangunan prasarara pertanian, meliputi;
1. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi usaha tari;
2. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan

embung pertaniar;
3. melaksankan pembangr.rnan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalal

usaha tani;
4. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaarr

DAM Parit;
5. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long

storage;
6. melaksonkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu

air;
7. melaksanakan pembangr.rnan, rehabilitasi dan pemeliharaan

Rumah Potong Hewan;
8. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan

Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya;dan
9. meLaksaaakal pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan

prasarana pertanian lainnya.
c. mengelola wilayah sumber bibit temak dan rumpun/ galur temak

dalam daerah kabupaten, meliputi:
l. melaksanakar pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber

bibit ternak dan rumpun/ galur temak;dan
2. melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan

rumpun/ galur ternak.
d. mengembangkan la-han penggembala.rn umum, meliputi:

1. melaksanakan identifftasi darr penetapan lahan penggembalaan
umum;

2. melaksanalan pengelolaan lahan penggembalaan umum;dan
3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lahan

penggembalaan umum.
e. melalGanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Prasarana dan PenJruluhan Pertanian Pertanian sesuai
dengan tugas jabatannya.

Pasal 39

Subkoordinator Penyuluhal dan Perizinal Usaha Pertanian
mempunyai tugas menyiapkan ba_han peramusarl dan melaksanakan
kebijakan teknis serta metakukan pembinaan bidalg perizinal usaha
pertarian, yang meliputi:
a. melaksalakan peny:luhan pertarian, meliputi:

1. meningkatkan kapasitas kelembagaan penyrrluhan pertanian di
ke camatan dan desa;

2. mengembagkan kapasitas kelembagaan petani di kecamatal dan
desa;

3. melaksanakan penyediaan dan pemanfaata_n sarana dan
prasarana penlruluhan pertanian;
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4. membentuk badan usaha milik petani;dan
5. membentuk dan menyelenggarakan sekolah Lapang kelompok tani

tingkat daerah.
b. melaksanakan penerbital izin usaha pertanian yang kegiatan

usahanya dalaln daerah, meliputi:
1. men)rusun standar pelayanan publik pemberiar izin usaha

pertanian;
2. menilai kelayakan dan pemberial pertimbalgan teknis izin usala

pertanian;darr
3. membina dan mengawasi penerapan izin usaha pertalian.

c. melaksanakan penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit temak
dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, runah sakit hewan/ pasar
hewan, ruma}I potong hewan, meliputi:
1. melaksanalan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi

benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan,
rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan;

2. mengawasi pelaksanaan izin usaha produksi benih/ bibit ternak
dan pal<an;

3. mengawasi pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewar;
4. mengawasi pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan/ pasar

hewal;dan
5. mengawasi pelaksanaan izin usaha rumal potong hewan.

d. melaksanakan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat
hewan, meliputi:
1. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitar izin usaha

pengecer obat hewan;dan
2. melaksalakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat

hewarr.
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidarg Prasarara dan Penluluhan Pertanian sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagial Kedelapan
UPT

Pasa.l 40

(l) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPI.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepa.la
UPT yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala
DKPP.

Pasal 41

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Orgadsasi, Ttrgas dan Fungsi
serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kedepalarr
JabataJr Fungsional

Pasal 42

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional pada DKPP.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimara dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatar berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan artalisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peratu-ran perundarg-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuar peraturan perundang-undalgan.

(5) Pembinaaa terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 43

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undanga-n.

BAII IV

TATA KERJA

Pasal 44

Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkal peraturan perundang-undalgan
dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidarg, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatar F\rngsional dalarn
melaks€nakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan peLaporan sesuai dengan bidarg tugas masing-masing.
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Pasa-l 46

Da.lam melaksanakan tugas, Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Subbagial, Subkoordinator, Kepala UPf dan Jabatan
F\rngsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun
antar satuar organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta
instansi lain sesuai dengarl tugas masing-masing,

Pasal,47

(1) Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidarg, Kepala Subbagian,
Subkoordinator dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam
memimpin, mengoordinasikan dar memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelal<sanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib
mengikuti dar mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waltu.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasar,
tembusa-n laporar dapat disampaikan kepada unit kerja/ satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepa.la Subbagian, Kepala UPT dan Subkoordinator dari
bawahan, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan
pen,.usunan laporan lebih lanjut dar dijadikar bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
dengaD ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kepa.la DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPI dan Jabatar Fungsional diargkat dar
diberhentikan oleh pejabat yarg berwenalg sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan .
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Pasa.l 50

(1) DKPP wajib menJrusun kebutuhar jumlah dan jenis jabatan
Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
bebart kefa.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (tima) tahun yang dip€rinci per I (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhar.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Perah-rran Bupati
Purworejo Nomor 62 Tahun 202I tentang Kedudukan, Susunan
Orgalisasi, T\rgas dajl Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertalian,
Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah
Kabupaten hrworejo Tahun 2021 Nomor 62 Seri D Nomor 9); dicabut
da-n dinyatakar tidak berlaku.

Pasa.l 5l
Peraturar Bupati ini mulai berlaku pada ta-nggal I Jar:luai 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka:r pengundangan
Peraturar Bupati ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rrrworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada targgal 2,+ ll.pt-b.r 2a2l
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BAGTT ORGAITISAAI
DNTAA XETAIIANAIT PAITGAX DAX PERTAIIIAN
KABI'PATEII PIJRWORF^'O

I,AMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR AI TAHUNz'2'I
TENTANO
KEDUDUKAN, SUSUNAI{ ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAI PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
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